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e IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA’
DESA TALLE, KECAMATAN SINJAI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJALI,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu
diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Baga
Kabupaten Sinjai Nomor 421.9/13.6112/DPPOR tentang Perpanjangan Izin Operasional
Penyelenggaraan dan Pengelolaan "TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA" Desa Talle,
Kecamatan Sinjal Selatan telah habis masa berlakunya sejak Tanggal 13 Juni 2021,
sehingga perlu diterbitkan izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang
baru;

c.  bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) "TK MUTIARA" Talle, Kecamatan Sinjai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); ‘

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 5587) sebagalmana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

8. Undang — Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
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12, Peraturan Mentori Dalam Magort Nommor 20 Tahun 20008 terdang Pedorsn Organisas) thiry
Tata Kerja Unit Polayanaan Parizinan Terpada di Daaab,

13, Poraturan Menterl Pendidikan dan Kabadayaan Homor 84 Talin 2014 tantang Fronditia
Satuan Pendidikan Anak Ul DInb (ot Negar Hopublife fndonessio Fabin 2014 Tt
1279),

14, Poraturan Montorl Dalarn Nogerl Nomor 80 Tabun 2010 tantarg Pramboritukan Froduk
Hukum Daorah (Borta Negara Ropublik Indoneshis Talian 2016 Hormos 20°46),

15 Poraturan Montori Dalam Negorl Nomor 136 Tahun 2017 tantang Franyolangyariaar
Polayanan Tarpadu Sata Pinta Daotab (Letmbaran Nogara Hapubhik Indonesia Tabion 2017
Nomor 1066),

16, Poraturan Daorah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Panyalenggarnan Pendidikan (Lestnbaran
Daorah Kabupaten Sinjal Tahun 2014 Nomor 13, [ umbahan Lembaran Daorsh Fabupiaten
Sinjai Nomor 74),

17, Poraturan Daorah Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Parangvm
Daerah Kabupaten Sinjal (Lembatan Daersh Kabupaten: Ginjal fahun 2016 Hotar ',
Tambahan Lembaran Daorah Kabupaton Sinjal Nomor 03);

18, Peraturan Bupatl Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 tontang Penyolonggarann  Peliayansn
Terpadu Satu Pintu (Berltu Duvrah Kabupnten Sinjal Tahun 2018 Nomor 23),

19, Peraturan Bupati Sinjal Nomor 50 Tahun 2019 fentang Kewenangan Parizinan dan Non
Porizinan pada Dinas Ponanaman Modal dan Polayanan Terpndu Satu Pinty Kabupaten
Sinjai (Borita Daorah Kabupaten Sinjul Tuhun 2018 Nornor 10),

Memperhatikan : 1. Permohonan Penanggung Jawab TK MUTIARA Nomor 021/03/TK MIG.6I2021, TK
Mutiara tanggal 30 Maret 2021 Perihal Parmohonan Penerbitan  1zin Operasional
Penyoelenggaraan TK;
2. Akta Notarls Nomor ¢ 14, Tanggal 08 Mel 2018 tentang  Taman Kanak-Kanak MUTIARA
Disingkat TK MUTIARA;
3. Rekomendasl Teknls Dinas Pondidikan Kabupaten Slnjal, Nomor TT1/122/0P, Tanggal 10
Junl 2021, Perihal Penerbitan Perubahan 1zin Operasional Penyelenggaraan yang baru,

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu - Memberikan lzin Operasional Penyclenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
Nama lembaga  TK MUTIARA
Alamat Lembaga  : Pangisoreng, Talle,
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

Penanggung : ITTE
Jawab
Kedua . |zin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD) sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan 13 Juni 2024;
Ketiga . Permohonan lzin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3
(tiga) bulan sebelum berakhirmya masa berlaku izin;
Keempat . Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan
ketentuanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjal

Pada tanggal : 14 Juni 2021
a.n. BUPATI SINJAI

KEPALA DINAS,

LUKMAN DAHLAN, S.1P, M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

Jembusan :

Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan),
Kepala Dinas Pendidikan di Sinjal;
camat Sinjai Selatan;
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